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Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman mengenai kualitas sumberdaya dalam implementasi
program nasional pemberdayaan masyarakat mmdr'F"-peﬂmtaan (PNPM MP) di Kelurahan Kota Baru Kota
Pontianak.
Metode penelitian yang digunakan, ada'\lah pene||t|an deskriptif yaknl penuhﬁ ingin menggambarkan bagaimana
kualitas sumberdaya dalam u}tﬁlementas PNPM-MP di Kelurahan Kota Baru Keta Pontianak.
Permasalahan yang ada.di*implementasi PNPM-MP ini cukup menarik untuk dlt'étln mengingat masih ada
beberapa hal yang rpehyebabkan kurang berhasilnya implementasi PNPM-MP tersebut TTka dilihat dari faktor
sumberdaya. Faktor — faktor.yang menyebabkan kurang berhasilnya sumberdaya dalam |mplernenta5| PNPM-
MP yaitu stafgfinformasi, wewenang dan fasilitas. Selain itu ada faktor lain seperti kesulitan dalam merekrut atau
mempertahankan sumberdaya yang kompeten dan tidak terjalinnya harmonisasi-diantara |mplementor dalam
|mplementa5| PNPM=MPdi Kelurahan Kota Baru Kota Pontianak.* 5
Saram yang dapat-menjadi pertimbangan yaitu staf atau SDM: (sumber daya manusia)’ dalam |mplementaS|
PNPM MP diberikan pelatihan yang' lebih’, membangun untuk _meningkatkan motivasi, SDM dalam,
lmplementas PNPM-MP masih perlu pendampingan oleh fasilitator, pemerintah harus Ieblh tepat waktu
Memberikan dana-dana yang akan diberikan untuk Kegiatan-kegiatan BKM di setiap Kelurahan, Setiap KSM|
aiknya hanya fokus pada satu usaha sgja yang Kedepannya bisa menjadi ciri khas Kelurahan-Kota Baru,
pemerintah juga harus memperhatikan dengan menambah biaya-biaya pelaksanaan program-pregram PNPM-
MP, dan setiap implementor PNPM-M P sebaiknya |elify Bisa:menjalin hubungan yang baik . .

N
KanKuna : Sumber Daya, |mplementasi, PL\&PIYI '\I’P elurahan Kota Baru, Staf, Informasi, Wewenang
Fadilitas
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The puerse of this study is intended to provide-an understanding of the quality of resources in the
|mplementapon of the national program of urban self- empowerment ( PNPM - MP) in the V|Ilage of New

Town Pontianak . i
The method used is descriptive research that the author Wanted to illustrate how tﬁe quality of reﬂourceﬁ in the
impl ementatiorT . of PNPM _"--MP_ in_ the _Village «of 7..New Town Pontianak

Existing problems,in the impl ementation of PNPM - MP i's quite interesting to study considei hg there are still
some things that catise |ess successful implementation of PNPM - MP if viewed from resourge factors . Factors -
the factors that lead t&l&ss&tccelsful in implementing resource PNPM - MP isthe staff—-tnformatlon authority
and facilities . In addition there are=ethex factors such as the diffieslty=iri recruiting or retaining qualified
resources and establishment of harmony between the implementor in the implementation of PNPM - MP in the
Village of New Town Pontianak .

Suggestions can be taken into consideration , namely the staff or HR ( human resources ) in the implementation
of PNPM - MP given more training to build to improve motivation, human resources in the implementation of
PNPM - MP still need a companion of facilitators, the government should provide more timely funds will be
given to activitiesin each Village BKM , every KSM should only focus on the future course of the business can
be a hallmark of the New City Village , the government should also pay attention to add the costs of
implementing programs PNPM - MP , and every implementor PNPM - MP should be able to establish a good
relationship .
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A. PENDAHULUAN

Untuk meningkatkan
penanggulangan kemiskinan dan  penciptaan
lapangan kerja, Pemerintah Indonesia meluncurkan
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
(PNPM) Mandiri mulai tahun 2007. Melalui PNPM

Mandiri dirumuskan mengenai mekanisme upaya

efektivitas

31.1 / BAPPEDA / Tahun 2013, Tentang
Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksana Program
(TKPP)  Program  Nasiona  Pemberdayaan
Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) Kota
Pontianak.

Sebagai kelurahan baru, Kelurahan Kota

penanggulangan kemiskinan yang melibatkan UNSYr, —— Baru mulai melakukan sosialisas PNPM Mandiri

masyarakat, mulai dari tahap perer;cdhaan
pelaksanaan, hingga pemantauag,rdan evaluasi.
Melalui  proses  pembapgtinan  partisipatif,
kesadaran kritis dan Jkemandirian masyarakat,
terutama masya’rakat miskin, dapat
d|tumbuhkempaﬁgkan sehingga masyarakat miskin
tersebut bukan sebagai ‘obyek melainkan sebagal
subyek, upaya penanggulangan kemiskinan. *,

r " Pelaksanaan, PNPM Mandiri tahun 2007
du’nular dengan™ Program  Pengembangan
Kecamatan (PPK) sebagai dasar pengembangan _

p‘%:mberdayaan masyarakat di perdesaan beserta =

ph)gram pendukungnya seperti PNPM Generasi;

Pre)gram Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan *

(F’ZKP) sebagai  dasar bagi pengembangan
pemberdayaan masyarakat di  perkotaan d
Percxaoatan Pembangunan Daerah Tertlnggal
Khusus (P2DTK) untuk pengembangan daer

tertlngbal pasca bencana, dan konflik. TahﬁEI'T ,-.

2008 PNPM Mandiri diperluas dengan melibatkan
Program’r Pengembangan  Infrastruktur~ Sosial
Ekonomi L Wilayah (PISEW) untuk
mengintegrasikan  pusat-pusat
ekonomi dené;gn daerah sekitarnya. PNPM Mandiri
diperkuat dengan berbagai program’,pemberdayaan
masyarakat yang@, dilaksanakan oleh” berbaga
departemen/sektor daqpemerl ntah daerah.

Dalam rangka keberlanjq@n program
sekaligus  mendukung  pelaksanaan Program
Nasiona Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
Perkotaan (PNPM-MP), telah dibentuk Unit
Manajemen Program Penanggulangan Kemiskinan
di Perkotaan. Sebagai dasar hukum pelaksanaan
PNPM-MP adalah sama dan merujuk pada dasar
Hukum PNPM Mandiri, sebagaiamana ditetapkan
dalam Pedoman Umum PNPM Mandiri, yaitu
berdasarkan Keputusan Walikota Pontianak Nomor
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pert_UmbUhan iy

Perkdtaan sejak tahun 2009 dengan nama BKM(
Badan Ke@Wadayaan Masyarakat) “Kobar
Makmur”. BKM se'ﬁdm memiliki unit dibawahnya
yaitu UPK (Unit Pengel,ola Keuangan) yang
mengatur  Kegiatan d|b|dang=.keuangan Seperti
pinjaman bergulir,” UPS (Unit 5énqdola Sosial)
yang mengatur kegiatan di bidang smsral UPL
(Unit « 'Pengelola Lingkungan) yang mengatur
keg|alan di bidang Lingkungan seperti perbarkan
jaan. Serta KSM  (Kelompok Swada)'/a

_Masyarakat) sebagai target group. Sejak di
~implementasikan di Kelurahan Kota Baru, PNPM'
e Mandiri Perkotaan telah melaksanakan beberapa
" kegiatan-kegiatan dalam rangka meningkatkan
 kesgjahteraan masyarakat dikelurahan setempét
+ amun seiring berjalannya waktu fehomena yang

jadi yaitu Masih minimnya peran implementor
am implementass PNPM Mandiri Perkotaan
ahun  2013-2016, dari 9 implementor BKM
(Badan Keswadayaan Masyarakat) hanya 3jatau 4
orang yang aktif. Selain itu Penyampaian informasi
dari implementor PNPM-MP Kelurahan Kota Baru

~ Tahunr2013-2016 masih belum jelas, /dilihat dari

kurang ratinnya KSM (Kelompdk Swadaya

Masyarakat), yang, menjadi targe:_t."' group dalam

menghadiri rapat-rapat atau pertémuan-pertemuan
yang diadakan implementor” PNPM-MPMasih
adanya |mplementer yang tidak menjalankan
weWenangnya yaitu dari Unit Pengelola Sosial
(UPS) yang vakum dengan Kkegiatan-kegiatan
PNPM-MP Tahun 2013-2016 serta Kurang
efektifnya fasilitas tempat pertemuan antara
masyarakat dengan implementor dalam kebijakan
PNPM-MP.

Oleh karena itu fokus penelitian ini ialah
pada kualitas sumber daya manusia dalam
implementasi  Program Nasional Pemberdayaan

2



PublikA, Jurnal S1 1

Imu Administrasi Negara VVolume 2 Nomor 2, Agustus 2013
http://jur mafis.untan.ac.id ; http://jurnalmhsfisipuntan.co.nr

Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) di
Kelurahan Kota Baru Kota Pontianak.

B. TINJUAUAN PUSTAKA
1. Kebijakan

Secara umum, istilah kebijakan atau policy
digunakan untuk menunjuk perilaku aktor

(misalnya seorang pejabat, suatu kelompok,
mavpun suatu lembaga pemerintah) atau sgjumlah
aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.

Pengertian kebijakan seperti ini dapat kita gunakape="""=

dan relatif memadai untuk keperluan pemblﬂéraan
pembicaraan biasa, namun menjad| kurang
memadai  untuk pembicargaﬁ'ﬁémbicaraan yang
lebih bersifat ilmiah dah sistematis menyangkut
anahsskebuakan_.puﬁhk

Berdasarkan kedua pendapat diatas maka
kebuak,aﬁ itu dapat dlpaham sebagai suatu cara
atauptin strategi - maupun suatu ketepatan ‘yang
dipilih kemudian® diarahkan demi pencapéian

tUjuan-tujuan==yang telah digariskan. Program
Nasiona Pemberdayaan Masyarakat Mandiri —

Perkotaan (PNPM-MP) merupakan suatu strateg
yaing dibuat pemerintah dalam  rangka

meémberdayakan masyarakat, sebagai upaya untuk |

meﬁpm ptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat
baikiisecara individu maupun berkelompok, daT‘am
mechahkan berbagai persoalan terkait upéy
peningkatan kualitas hidup, kemandirian,

kesgahteraannya. Selain itu Melaui PNPM
Mandiri @ilakukan harmonisasi dan pengembangan
sistem sefta mekanisme dan. prosedur program,
pendampin:d;qn dan pendanaan stimulan untuk
mendorong pl'-akarsa dan inovas masyarakat dalam

upaya penanggulangan kemiskinan .. yang
berkelanjutan. "I, '
2. Implementasi Ké-Bi'ralcan L

Studi Implementasi kebijakan “Merupakan
tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik.
Suatu program kebijakan harus diimplementasikan
agar mempunyai dampak atau tujuan yang
diinginkan. Menurut Ripley dan Franklin
berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang
terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang
memberikan  otoritas  program,  kebijakan,
keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran
yang nyata (tagible output).
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Jadi implementasi kebijakan merupakan
tindakan secara nyata melaksanakan putusan
kebijakan yang telah ditetapkan oleh pihak yang
berwenang guna mencapai tujuan kebijakan.
Implemtass PNPM Mandiri Perkotaan merupakan
langkah dalam rangka mencapai tujuan yang
digariskan oleh pemerintah dalam usaha
menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Dalam
tahap implementasi ini pula nasib suatu kebijakan
ditentukan.

Namun gagal atau berhasilnya suatu
kebijakan tergantung pada proses berlangsungnya
kebljakan itu ketika diimplementasikan. Menurut
Van MeteF’Van dan Van Horn (Dalam Agustino,
Leo 2008:142) ada,sg_nam variabel model proses
implementasi kebijakan,"yaitu: Ukuran dan Tujuan
Kebijakan Publik,Sumber déVahlfarakteristik Agen
Pelaksana, * Sikap/ Kecenderung'imh(Disposition)
para Pelaksana. Komiunikasi Antarorganisasi dan
Aktivitas Pelaksana, Lingkungan EkonomifSosial,
dan Politiks

Keberhasilan  proses+" implementasi|

“kebijakan sangat tergantung dari_ . kemampuan
— memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Menurut
© Van Meter Van Horn ada tiga sumber daya dalam
I impelementasi yaitu: |
| |
L + ﬁ 1. Sumber dayaManusia
:" Manusia merupakan sumberdaya yang
[ f] :_‘i:_, terpenting  dalam  menentukan  guatu
K keberhasilan proses implementasi. Tahap-
1|
L

[ |

tahap tertentu dari keseluruhan s'proses
implementasi menuntut adanya’ sumber
daya manusia . yang berkualités sesual
dengan pekerjaan yang d||syaratkan oleh
kebijakan_yang telah dltetapkan Tetapi
ketika kompetensi dan _kapab|l|tas dari
sumber-sumber daya #itu nihil, maka
kinerja kebijakar__l_gubl'i'k sangat sulit untuk
_diharapkan™

Sumber daya finansial

Ketika sumber daya manusia yang
kompeten dan kapabel telah tersedia
sedangkan kucuran dana melalui anggaran
tidak tersedia, maka memang menjadi
persoalan pelik untuk merealisasikan apa
yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan
publik.
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Sumber daya Waktu

Saat sumberdaya manusia giat bekerja dan
kucuran dana berjalan dengan baik, tetapi
terbentur dengan persoalan waktu yang
terlalu ketat, maka hal ini pun dapat
menjadi  penyebab  ketidakberhasilan
implementasi kebijakan.

Sedangkan menurut Menurut Edward 11
(Dalam Winarno 2012:177) gagal atau berhasiinya
suatu kebijakan tergantung pada proses
berlangsungnya kebijakan itu ketika
diimplementasikan. Ada empat variabel model
proses implementasikebijakan, yaitu: Komumkéisu
Sumberdaya,Disposisi, Struktur Blrojcraﬂ'

Dalam penehtlan" penulis akan
memfokuskan paga faktor = kedua™.yang
mempengaruhi jseberhaslan implementasi  suatu
kebijakan y'ak'm Sumberdaya.  Sumberdaya
merupakar® hal _“penting  lainnya ™ dalam
mmg;thplentasi kan kehijakan. Menurut Edward 111,
Sugnber dayadalam implementasi kebi Jakan publik
mellputl

1

|

b, Staf

1 Sumber yang paling penting daam
| melaksanaken kebijakan adelah siaf. Add |

"__’ satu hal yang harus diingat bahwa ju
ytidak selalu mempunyai efek positif
4mp|ementa5| kebijakan. Hal ini beraﬁr
b?hwa jumlah staf yang banyak tidak secara
otomatis mendorong implementasi yang
berﬁasj . Akan tetapi_bagaimana kualitas dan
mouv'es para staf itu sendiri.; Dengan
demmfan tidaklah cukup hanya dengan
jumlah “pelaksana yang...memadai. .untuk
melaksanakan  suatu  kebijakan, Para
pelaksana Hél;ys memiliki  keterampilan-
keterampilan ~ yang™ ~diperlukan  untuk
melaksanakan pekerjaan. Kurangnya
personil yang terlatih dengan baik akan
dapat menghambat pelaksanaan kebijakan-
kebijakan yang menjangkau  banyak
pembaruan. Latihan-latihan atau training
yang diberikan kepada implementor atau
pelaksana bisa dijadikan solus untuk
meningkatkan  kualitas  staf.  Terkait
impelementor PNPM-MP di Kelurahan Kota
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Baru apakah latihan-latihan tersebut ada
atau tidak, sehingga harapannya
kemampuan profesional mereka mengal ami
kenaikan. Selain itu adalah kesulitan dalam
merekrut dan  mempertahankan para
implementor yang kompeten karena pada
umumnya gaji dan jaminan kerja yang
rendah. Terkait para pelaksana PNPM-MP
adalah relawan yang tidak digaji. Namun
demikian , uang tidak selalu merupakan
jawaban terhadap kesulitan-kesulitan yang
mungkin timbul. Dalam kenyataannnya
dana yang besar tidak seladu mudah
megdapatkan personil yang terampil. Hal ini
terja'EfT s.karena  pemerintah  mengatur
persoalan- pérsqalan teknis dengan sangat
tinggi. Sesuatu yamg justru menghambat
implementasi kebuakan yang  efektif.
Terkadang pesronil —p'éFsergi I yang
dibutuhkan <ada _tetapi  tilek mau
vdipekerjakan. Terkait implementor program
! PNPM-MP di kelurahan KotaBaru, Yaitu
bagaimana penyatuan tujuan bersama serta
hubungan antara BKM ™ dengan unit-unit
fdan  seperti  UPK  (Unit Pengelola
Keuangan), UPL  (Unit __ Pengelola
Lingkungan), UPS (Unit Pengelola Sosaj)
{ dan Sekretariat.
+ 4.2. Informasi
1‘\, Informasi mempunyai dua bentuk. Pertama,
_J‘f informasi mengenai bagai mana
" melaksanakan suatu kebijakan. Pelaksana-
pelaksana perlu mengetahui apal yang
ditakukan dan bagaimana mereka harus
melakukannya. Dengan demikian, para
~implementor dalam  implementasi PNPM-
MP= hartsdiberi  petudjuk  untuk
melaksariakan kebijakan agar dapat dengan
mudah® melalukan harmionisas  dengan
masyarakat  yang _smenjadi  sasaran.
K etidakjelasan-pesan komunikasi kebijakan
akan menghambat keberhasilan
implementasi. Bentuk kedua dari informasi
adalah data tentang ketaatan personil-
personil lain terhadap peraturan-peraturan
pemerintah. Dalam ha ini kebijakan
mengenai  Implementasi  PNPM-MP  di
Kelurahan Kota Baru tidak hanya pada
implementor sgja tetapi bagaimana andil

.I.-'-’

]
[ |

L

l.
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dari sumber daya yang lain yaitu
Masyarakat.

Informas  mengenai  program-program
adalah penting terutama program jangak
menengah (PIJM) yang ada di PNPM-MP di
Kelurahan Kota Baru, misalnya perbaikan
jalan dan informasi tentang bagaimana
melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut.
Ketika suatu program dari PNPM-MP ingin
diimplementasikan terkadang direncanakan
tahun ini akan tetapi diundur hingga tahun
depan karena keterlambatan pencairan dana

perlengkapan, tanpa perbekalan, maka besar
kemungkinan implementasi yang
direncanakan tidak akan berhasil. Dalam hal
ini implementor dari kebijakan PNPM-MP
di Kelurahan Kota Baru, apakah memiliki
akses  bangunan  untuk  melakukan
pertemuan-pertemuan  terkait  kebijakan
tersebut atau tidak.

C. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan adalah
pendlitian  deskriptif  yakni  penulis ingin

dari pusal. Terkait impelemntasi PNPM-M P smenggambarkan bagaimana kudlitas sumberdaya

di Kelurahan Kota Baru ser|ngkal| Jsdr'dana
untuk  melaksanakan Igggratan kegiatan
pemberdayaan  sepegti®” perbaikan  jalan
terlambat d|kucurvkan sehingga terjadi miss
komuni kas afftara pemerintah pusat dengan
pemerlptaﬁ daerah dalam hal"ini Dinas PU
(Pekerjaan Umum)=sehingga perbaikan jalan
lebih dulu di kerjakan oleh PU. Seperti kita

# ketahui dana PNPM menggunakan APBN

_ sedangkan PU menggunakan APBD '

3. Wewenang

'y
[

| Sumber= lain yang penting -dalam =

hi pelaksanaan adalah wewenang. Wewenang s
| ini-akan berbeda-beda dari satu program ke P
h

Iy

program yang lain serta mempunyai banyak
y bentuk yang berbeda. Kurangnya wewenan
1 yang efektif disadari oleh para pejabz;tsiﬂ
X \ karena itu, mereka membutuhkan kerj
ldengan  pelaksana-pelaksana  lain  jikak
ﬁ:}rereka ingin melaksanakan program-
program dengan  berhasil.  Mengenai
implementor  dalam - kebijakan  PNPM

merdp_akan implementor yang ditunjuk dan _

dengan, suka rela unttk “menjalani
wewenaflg tersebut, artinya “bisa. sga
|mpIemenl'er tersebut mengerjakan sesuai
wewenagnya atau tidak karena
impelementor terseﬁ'uf jugatidak digaji.
4. Fasllitas o
Fasilitas fisik bisa pula merupakan sumber-
sumber penting daam implementasi.
Seorang pelaksana mungkin mempunyai staf
yang memadai, mungkin memahami apa
yang harus dilakukan, dan mungkin
mempunyai  wewenang untuk melakukan
tugasnya, tetapi tanpa bangunan sebagai
kantor untuk melakukan koordinasi, tanpa

—
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dalamrmpj_ementas PNPM-MP di Kelurahan Kota
Baru. Penellﬁmml menggambarkan suatu gejala
sosia  tertentu ber‘dsaquan data dan fakta di
lapangan: Dalam peneliti%i‘migi peneliti melakukan
pengembangan. konsep dan 'pen_ghimpunan data,
kemudian mengandlisis suatu oliye,k penelitian
secara _finci  dan “. mendalam. Sepértl yang
dlakatakan Moelong (2004:6) bahwa penelitian
deskriptif bertujuan mendeskripsikan objek yang
ditdliti dengan sasaran atau bidang tertentu serta
=berusaha menggambarkan situasi “atau kejadlar}
secaranyata 1

Waktu penelitian ini d|Iak§anakan 6 bulan

* dari ‘bulan Oktober 2013 — Maret 2014, Tempat

penelitian yang dilakukan oleh penéliti sadalah (di
elurahan K ota Baru K ecamatan Ponfianak Selatan
ta Pontianak. . Adapun yang menjadi objek
am penelitian ini adalah sumber daya dalam

"i'mplementas PNPM-MP di Kelurahan Kota' Baru
fl_ Kota Pontianak Kabupaten Sintang. Subjek’dalam

penelitian ini. diambil secara purposive. Ini
dilakukan karena peneliti ingin mencarifinformasi

_ sedalam =+dalamnya dan selengkap —iengkapnya

mengenai “permasalahan kualitas rs@umber daya

~«dalam. implémentasi. PNPM-MP yaitu Koordinator

Kota PNPM-MP Kota Pontianak '(1 orang), Lurah
Kota Baru (1 orang), Senior.Fasilitator Kelurahan
Kota Bary_u(de orarTg) Fasilitator Sosia (1
orang) Fasilitator Infrastruktur (1 orang), Fasilitator
Manajemen Keuangan (1 orang), Koordinator
Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) (1 orang),
Anggota BKM (2 orang), Sekretaris BKM (1
orang), Ketua UPK ( Unit Pengelola Keuangan) (1
orang), Ketua UPS (Unit Pengelola Sosial) (1
orang), Ketua UPL (Unit Pengelola Lingkungan)
(1 orang), Ketua KSM (Kelompok Swadaya
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Masyarakat) (6 orang), serta Tokoh Masyarakat
Kelurahan Kota Baru (3 Orang)

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan
yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Adapun aat (instrumen) pengumpulan data yang
peneliti gunakan dalam penelitian ini antara lain
panduan observasi, pedoman wawancara dan
pedoman dokumentasi. Penelitian ini menggunakan
teknik analisis kualitatif. Selanjutnya Miles dan
Huberman menjelaskan (dalam Ulber Silalahi 2010
. 339-341) bahwa kegiatan analisis data kualitatif

terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara L

bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data,-dan
penarikan kesimpulan/verifikasi. Uptuk" mengujji
data yang diperoleh dalam penehnan itu sah dan
benar maka dlperlukap.r'ﬁp kredibilitas. Pada
penelitian ini  penuli§ menggunakan. triangulas
untuk  menguji” keabsshan .data  Peneliti
menggunakan triangulasi sumber dan mengadakan
member iCheck. Triangulasi  sumber dlgunakan
untuk+™ menguji - kredibilitas data yang ‘telah
dl_péroleh melalui” beberapa sumber. Member check
yaitu proses=pengecekan data yang dlperoleh
peneliti. Tujuannya adalah untuk mengetahw

seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan :.

apa yang diberikan oleh informan.
A
| ‘

D.". HASIL DAN PEMBAHASAN ‘.!T»‘ i

Kual-'ftas Sumber Daya Dalam Implementaej
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakﬁt
Mandlrl Perkotaan (PNPM-MP) Di Kelurahan
Kota Bai;u K ota Pontianak.
a. Staf-
Membangun masyarakat warga (civil

society) di tingkat lokal (kelurahan) merupakan ~ *

upaya yang strategis untuk menumbuhkan inisiatif,
solidaritas dan ‘skeberdayaan “masyarakat. ‘Oleh
karena itu kehadiran masyarakat (civil society)
menjadi sangat penting-sebagai_suatu tatanan baru
hidup bermasyarakat, dimana warga Tasyarakat
berhimpun atas prakarsa sendiri, bekerja sama dan
secara damai berupaya memenuhi kebutuhan atau
kepentingan bersama, memecahkan persoalan
bersama dan atau menyatakan kepedulian bersama
dengan tetap menghargai hak orang lain untuk
berbuat yang sama dan tetap mempertahankan
otonominya terhadap institusi pemerintah, politik,
militer, agama, usaha pekerjaan dan keluarga
Tatanan hidup bermasyarakat tersebut mesti
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tumbuh  berkembang berdasarka  nilai-nilai
kemasyarakatan.

Penanggulangan kemiskinan dipandang

sebagai proses berkelanjutan dan memerlukan
peran aktif dari seluruh komponen masyarakat.
Upaya penanggulangan  kemiskinan  harus
menjunjung  tinggi prinsip-prinsip  seperti
demokratis, partisipasi, transparansi, akuntabilitas
dan desentralisasi serta menjunjung tinggi nilai-
nilai dapat dipercaya, ikhlagkerelawanan,
kejujuran, keadilan, kesetaraan dan kebersamaan
dalam keragaman.
Menyadari bahwa untuk membangun
masyaﬁakat warga  (civil society) dan
mmangguléﬁgr kemiskinan itu memerlukan upaya
yang sungguh- sungguh sistematis dan terorganisir,
maka .dari itu d|bentuklah suatu  badan
kesawadayaan masyarakat i tlngkat kelurahan
yang kemudian di sebut BKM. '*.—.

_Badan Keswadayaan Masyarak‘at (BKM)
adalah” Dewan Pimpinan | Kolektif Masyarakat
wargé penduduk kelurahan dan sebagai lembaga
BKM yang dapat bertindak "sebagai representatif,

e tehadap masyarakat warga penduduk kelurahan,
~BKM sini bernama BKM Kobar~Makmur yanda
= didirikan pada hari sabtu tanggal 17 Oktober 2009.
" BKM ini berkedudukan di Kantor Kelurahan Kofa

Baru Kecamatan Pontianak Selatan tha

| Rontianak. s (

\ Untuk membantu tugas dan fungsinya,
rﬁaka BKM dapat mengangkat perangkat orgam&as

-'sebem Sekretariat, Unit Pengelola Keuangan

(UPK), Unit Pengelola Lingkungan (UPL) dan unit
Pengelola Sosial. BKM sendiri didampingi oleh
Fasilitator untuk setiap kelurahan. Suniber yang
_ paling~penting dalam_ melaksanakan® kebijakan
~ adalah stafAdasaturhal’ yang harus dlngat adalah

Jjumiah tidak selalu mempunyai efek positif bagi

implementasi * kebijakan. Hal ini berarti bahwa
jumlah staf yang banyak tidak secara otomatis
mendorong implementas” yang berhasil. Hal ini
disPabkan oleh kurangnya kecakapan yang
dimiliki oleh para pegawai pemerintah maupun
staf, namun disisi lain kekurangan staf juga akan
menimbulkan persoalan yang pelik menyangkut
implementasi kebijakan yang efektif.

Dari segi pendidikan, untuk SDM di Organisasi
PNPM tersebut masih sangat minim sekali. Hanya
ada empat orang sgja yang lulusan sarjana.
Memang ini tidak bisa dijadikan tolak ukur SDM
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itu sendiri dalam mensosialisskan PNPM ke
masyarakat tetapi akan lebih baik lagi jika semua
SDM tersebut berkompeten di bidangnya. Seperti
misalnya di bidang UPK (Unit Pengelola
Keuangan) yang mengurus ekonomi bergulir harus
membuat laporan dan menagih yang terlambat
mengembalikan dana pinjaman. UPK di Kelurahan
Kota Baru ini bukan merupakan lulusan sarjana
ekonomi atau mempunyai basic ekonomi, yang
harus membuat laporan-laporan  mengenai
pertanggungjawaban ke Koordinator Kota, tentu
SDM tersebut tidak bisa, dan sampai saat ini masih
terus didampingi oleh Fasilitator di b|danIg g,
Manajemen Keuangan. Hal ini tentu akan,sulit J|ka
kedepannya masih terus didampingis ‘k'é'\rena akan
ada wacana untuk kelurahaq-Kota Baru ini tidak
perlu di fasilitasi oleh fasrhtator lagi, karena sudah
bisa dikatakan mgndm untuk PNPM di. Kelurahan
Kota Baru ig}j “Tentunya kita juga harus tetap
menghargai“pekerjaan yang: sudah dilakukan oleh
ketua UPK tersebut:

P

Dengan dermk|an tidaklah cukup hanya
dengan jumlahs pelaksana yang memadai untuk
mel aksanakan«.suatu kebijakan. Para pelakwna
harus memiliki keterampilan-keterampilan ,yang , _
diperlukan ~ untuk  melaksanakan  pekerjaan. |
Kurangnya sumberdaya yang terlatih dengan baik /
aka'm dapat menghambat peleksanaan kebljakani
kebij ]akan yang menjangkau banyak pembaruan.’ uf
|
b. Informas -,:E!__ |

Informasi merupakan sumber penting yang kedua
dalam F%|mplementas kebijakan.  Informasi
mempunyai dua bentuk. Pertama informas
mengenai '\ bagaimana melaksanakan. suatu
kebijakan. Pelaksana-pelaksana-perlu mengetahtii * -
apa yang harus dilakukan dan jbagaimana mereka
seharusnya mel?ak_ukannya_ Dari hasil wawancara
dengan Koordinator, BKM bahwa pada dasarnya
SDM  (Sumber DayéT‘Mamu_si@ yang tergabung
dalam BKM sudah mengetahui apa“yang=menjadi
tugas dan fungs mereka, akan tetapi dalam
pelaksanaannnya sangat kurang, seperti ketika ada
rembug warga tidak semua yang mau hadir. Dari
hasil pengamatan dilapangan, bahwa di antara
sesama anggota yang tergabung dalam organisas
tersebut tidak terjadi keharmonisan, saling
menjatuhkan satu sama lain. apalagi untuk
organisass BKM ini telah mengalami pergantian
koordinator. Para anggotanya pun terpaku kepada

t.i

1."

-
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e SKEN

' Memotivasi
" parasaumber yang tepat akan tetapi-mash saja

koordinator tersebut. Padahal tidak ada garis
hierarki antara koordinator BKM dengan Anggota
BKM.

Bentuk kedua dari informasi adalah
tentang ketaatan sumberdaya manusia terhadap
peraturan-peraturan pemerintah. Jika kita melihat di
Struktrur tersebut, koordinator sendiri ketika
misalnya ada anggotanya yang tidak aktif langsung
ingin diberhentikan dan cari anggota baru, padahal
kalau kita melihat peraturan yang ada, pergantian
anggota tersebut harus melalui musyawarah dan
diputuskanlah melalui berita acara.

Selanjutnya mengenai informasi tentang
pro@“ram._program yang ada di BKM tidak semua
masyarakat"[‘ahu akan hal ini. Seharusnya BKM
harus membuat terohosan baru agar masyarakat
dikelurahannya mengetahu;—. apa-apa sgja program-
program dari \pemerintah untlk, _mereka, terutama
bagi mereka yang miskin atau kuréﬁg;mampu.

_Walaupun informasi- mfdrmas yang
di berlkan untuk penguatan BKM itu sendirissudah
ada, Sepertl adanya Rapat dan evaluas di tingkat
Kota dan kecamatan yang jangka waktunya 1 bulan
d BKM dan KSM dan relawan-relawan
~juga ‘ada kegiatan yang tujuannya untul{—-
mereka  dengan ~ mengundang

rapat-rapat atau kegiatan tersebut hanya menjadi

| ceremonial  belaka, contohnya @ pelatihan

pmguatan BKM dan struktur dibawahnya, kegiatan
I terlaksana namun ketika dilapangan tidak semua
-'an'ggota BKM tersebut hadir dengan benbagal
alasan, dan kegiatan tersebut hanya Sebatas
menjalankan amanah saja karena anggaran kegiatan
tersebut ada di -BOP, jika tidak terlaksana maka
dana —tersebut akan dasia Padaha jika
 dimanfaatkan -benar-benar kegiatan fersebut oleh
seluruh .elemen’yang bersangkutantentunya akan
mermudahkan“dalam pelaksanaan” dilapangan dan
pemberian informasi kepada masyarakat.
Terkait .ketidaktahuan masyarakat akan
PRIPM tentunya bukan sgja dari sosaidisas BKM
yang kurang akan tetapi masyarakat juga yang
kurang peduli akan program-program di PNPM
maupun di BKM tersebut, tentunya tidak semua
masyarakat tidak tahu, ada juga yang tahu tetapi
tidak mau tahu. Padahal jika menurut AD (Aturan
Dasar) BKM Kobar Makmur yang menjadi anggota
BKM bukan anggota BKM yang tercatat dalam
struktur tersebut akan tetapi seluruh masyarakatlah
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yang menjadi anggota, BKM hanya Dewan
Pimpinan Kolektif untuk setiap kelurahan. Selain
masyarakat yang tidak tahu akan adanya PNPM
yaitu masyarakat masih menganggap PNPM adalah
bantuan Dana untuk masyarakat. Padahal dana
bukan prioritas suatu masyarakat itu dapat
berkembang, akan tetapi potensi- potensi atau
keterampilan-keterampilanlah yang harus dimiliki
masyarakat dan harus dikembangkan. Hal ini juga
pernah disampaikan Senior Fasilitator untuk
Kelurahan Kota Baru, yang bernama Umi Latifah,
S. Hut pada saaat peneliti melakukan wawancara

Jika dilihat di struktur BKM  pada
dasarnya semua elemen yang tergabung dalam
PNPM di Kelurahan Kota Baru tersebut sudah bisa
dikatakan paham akan tupoksinya, akan tetapi
kembali lagi ke individu masing-masing bahwa
tidak semua elemen tersebut menjalankan tugas dan
fungsinya. Hal ini bisa dilihat pada Unit Pengelola
Sosial yang vakum. Hal tersebut disebabkan selain
dana untuk bidang sosial belum cair ada masalah
lain yaitu ketidaksanggupan SDM tersebut untuk
menangani kegiatan di bidang sosial, Hal ini pernah
disampaikan oleh Koordinator BKM itu sendiri

pada tanggal 7 Januari 2014 yang menyatakan — ypltu Sudiman pada tanggal 8 Januari 2014 yang

bahwa: — il
Masyarakat mash menganggap® bahwa dana
bantuan PNPM tersebutadalah dana hibah
yang tidak mesti qjjqd'h"balikan, padahal itu
merupakan Danastimulan atau dana suntikan
untuk merapgsang masyarakat agar bisa
belajar bagaimana menggali potensi yang ada
di diripya. Dana.bukan solus satu-satunya
untuk pengentasan™kemiskinan akan “tetapi
bagaimana _ masyarakat itu bisa mandiri
L‘blengan usaha-usaha yang mereka jalani.

Dari pernyataan tersebut jelasiah bahwamformas— S—

nﬁormas yang diberikan kepada masyarakat

ku;ang, walaupun dari pihak impelementor tersebut ‘

mq1yangkal bahwa sudah semaksima mungkin
meﬁpbenkan sosidlisas kepada masyarakat akar|
tetafj tidsk semua masyarakat tahu,
masyarakat yang berdekatan dengan anggota BKM
sgja yang tahu. Memang media RT sudaﬁ
d|manfaatkan untuk sosialisass PNPM ini akan
tetapi belum berhasil karena kesibukan RT-RT atau
bahkan k 'idakperdulian kembali lagi bahwa SDM
(Sumber D'a¥a Manusia) di PNPM ini merupakan
para relawan bukan karyawan. .Untuk itulah”
diperlukan ker}_asama yang baik .antara pemberi
informasi dan yahg diberikan informasi.
c.Wewenang —

=,

Sumber lain yang penting dalam pél-rakwnifaa_n
adalah wewenang. Bila wewenang formal tidak
ada, atau sering disebut sebagai wewenang diatas
kertas, seringkali disalahmengerti oleh para
pelaksana dengan wewenang yang efektif.
Kurangnya wewenang yang efektif disadari oleh
para implementor, dan karena itu mereka
membutuhkan kerjasama dengan pelaksanalain.

Rahmah Inda Lusmana
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- b

I .1 girintah jika dilapangan sebenarnya belum
7 j
L

|"_

-

menyatakan bahwa :

Kembah I‘ag;, bahwa ini merupakan organisas
yang bersifat sbs.@ artinya kembali lagi pada
hati setiap |nd|V|du"‘J|ka ada yang tidak aktif
dikepengurusan BKM mu send|r| memang
benar adanya. Hanya 3-4 ord saja yag rutin
hadir di sctiap kegiatan. BKM™ini dibentuk
melalti PEMILU berarti masyarakat bebas
memilih dan yang terpilih pun tentunyasharus
sadar akan tugas dan fungsinya. %

Dari paparan tersebutjelasah bahwa

“wewenang yang dimiliki oleh setiap-implementof
____ atau staf belum sepenuhnya dijalankan, meski
. menurut hasil laporan evaluas untuk  kelurahan

Kota Baru ini sudah bisa dikatakan mandiri akan
tetapi masih perlu pendamingan oleh fasilitat,br.
palah arti sebuah laporan yang bak untuk

enuhnya terlaksana Karena setiap kegiatan
hanya arwah sgja artinya hanya sebatas kegiatan
untuk dipertanggungjawabkan melalui ilaporan
tetapi roh dari ‘manfaat berbagai keglatan tersebut
beI um.dapat di manfaatkan J

]

d. Faslltas

Fasilitas. fisk bisa pula merupakan
stmber-sumber penting yang menjadi faktor dalam
dalam keberhasilan s_ugtu.mplémentasi kebijakan.
Segrang-petaksana mungkin mempunyai staf yang
memadai, mungkin memahami apa yang harus
dilakukan, dan mungkin mempunyai wewenang
untuk melakukan tugasnya. Tetapi tanpa bangunan
sebagai tempat untuk melakukan koordinasi tanpa
perlengkapan tanpa perbekalan maka besar
kemungkinan implementas yang direncanakan
tidak akan berhasil.
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Terkain faslitas yang ada pada PNPM-MP
Kelurahan Kota Baru ini yaitu Memang Pemerintah
tidak mengizinkan setiap Kelurahan yang diwakili
oleh organisas yang bernama BKM (Badan
Keswadayaan Masyarakat) mendirikan suatu
gedung menggunakan anggaran BOP (Bantuan
Operasiona Prasarana) atau danalainnya.

Program PNPM itu sendiri tidak hanya
fadslitas fisk yang berupa gedung tempat
pertemuan yang dibicarakan, fasilitas lain adalah
Dana Pinjaman Bergulir yang diperuntukkan untuk
warga yang tergolong kurang mampu dengan

tujuan untuk membuka atau mengembangkan u&aha,rv' 24

masyarakat yang dipinjami modal ;eréébut
Masyarakat yang ingin meminjarp_..te'rwbut wajib
membuat Satu kelompok y__gpg-"Eerj umlah 5 orang
yang kemudian disgbliat KSM  (Kelompok
Swadaya Masyargkat)“dan dipilih satutorang ketua
yang bertanggungj awab atas pinjaman tersebut.

Dari 31 KSM="(Kelompok -Swadaya
Masyarakat) yang ada di*Kelurahan Kota Baru ada
5 KSM yang terlambat mengembalikan. Setlap
K_SM tersebut. “memiliki bidang usaha yang

5_eraneka ragam- disetiap kelompoknya’s, Setigp _
KSM tersebut jika tepat waktu mengembalikan =
uhwg maka@akan dapat memeperoleh pinjaman‘yang s
leih besar ~ dari sebelumnya sampai pinjaman P
Setiagp KSM dikenakan bunga

10/000.000;-
seb%ar 0,5 % setigp peminjaman. KSM tersg%qﬂ
tidaki semuanya aktif, artinya ada beberapa KSM
yangdtgerlambat mengembalikan pinjaman. '!

| b= "R

'1“_|Peneliti juga melakukan wawancara
dengan "'iiasjlitator bidang manajemen keuangan
yaitu Karpila Susanti, A.Md pada tanggal 11

Januari 2014,yang mneyatakan bahwa.

faktor pepnyebab keterlambatan tersebut
diantaranya*lgurangnya persisapan darikami
selaku pihak yang mengelola keuangan di
BKM. Selain itw,_mereka yang terlambat
menganggap plnjaman “tersebut_ merupakan
dana hibah yg tidak perlu dikembaliakan="2Ada
juga faktor masyarakat yang tidak amanah
serta ada juga yang tidak menggunakan dana
tersebut untuk modal usaha tetapi untuk
keperluan pribadi.

Jadi  jeladah bahwa masih banyak
masyarakat yang tidak ~memahami  akan
pemanfaatan Dana PNPM itu sendiri. Kurangnya
sosidlisas dari UPK juga merupakan salah satu
faktor. Tidak semua masyarakat mengerti dan
Rahmah Inda Lusmana
Ilmu Administrasi FISIP Universitas Tanjungpura

|
I,'l‘ gerbukti dari pernayataan Koordinator BKM,lyang

L

-

memahami, masyarakat butuh arahan yang tepat
dan bersifat persuasif. Dari wawancara beberapa
KSM vyang terlambat tersebut jelaslah bahwa
mereka masih butuh pendamping untuk merubah
pola pikirnya. BKM dan segenap Unit- unit
dibawahnya mempunyai tanggung jawab akan hal
tersebut. Dari keterlambatan Pengembalian dana
tersebut seharusnya diberikan sanksi yang tegas,
hal ini pun didukung oleh Koordinator Kota PNPM
Kota Pontianak yang menurutnya BKM harus tegas
terhadap KSM yang terlambat mengembalikan
dana pinjaman tersebut. Selain adanya masalah
k{eterlambaman tersebut, masalah lain yang terjadi di
K SV adalah tidak semua masyarakat mengerti
akan hakel?ét «ENPM itu sendiri, dana pinjama
bergulir merupakaﬁ‘swatu media agar masyarakat
bisa mengembangkan potensu yang dimilikinya
bukan hanya; pinjaman sepém halnya koperasi
simpan pinjam. Contohnya ada masyarakat tersebut
ahli dibidang aneka pembuatan kue-kuétradisional
maupun modern, masyarakat tidak hanya menjual
di dalam lokal sgja tetapi bagaimana bisa menjual
produk tersebut sampai ke minimarket-mini market,

_bahkan ;'supermarket, tentunya” dengan tampilan
~ atau packaging yang menarik konsumen. Tr

—w

Masyarakat di Kelurahan K'ota Baru hanyé
paham bahwa PNPM adalah dana bantuan kepada
masyarakat untuk sekedar membuka usaha dan at:au
menambah modal ussha. Ada juga yang tidak

empergunakan modalnya untuk usaha, hal' ini

menyatakan bahwa, selama ini para ;' KSM
meminjam.dana akan melambung pada bulan-bulan
menjelang hari raya atau liburan kenaikan kelas
anak-anak. Kedepannya solusinya aQaiah BKM

" bekerjasama dengan—UPK sepakat bahwa tidak

_akan_meminjamkan menjelang hari
“menjelang - kenaikan siswa sekolah, akan tetapi

raya atau

kami akan membuat terobosan baru nantinya
karena kami tidak_mau™hal tersebut terulang
kembali=

Selain itu hal yang paling dasar menurut
pendliti adalah seandainya dana setigp KSM
tersebut hanya fokus pada suatu usaha yang
kedepannya bisa menjadi ciri khas Kelurahan Kota
Baru tentunya akan lebih baik lagi dan akan dikenal
oleh masyarakat tentang keberhasilan PNPM itu
sendiri. Karena yang terjadi selamaini modal usaha
dipinjamkan satu kelompok misalnya 2.500.000

9



PublikA, Jurnal S1 Ilmu Administrasi Negara Volume 2 Nomor 2, Agustus 2013
http://jur mafis.untan.ac.id ; http://jurnalmhsfisipuntan.co.nr

dan dibagi 5 orang, masing-masing mendapatkan
500.000 untuk membuat usaha. katakanlah usaha
kue-kue tradisional biasa, cukup memang cukup
akantetapi lebih baik uang 2.500.000 digunakan
untuk modal usaha bersama-sama 1 kelompok
sehingga tidak hanya mendapatkan keuntungan
semata tetapi diantara masyarakat tersebut bisa
terjalin hubungan komunikasi yang baik, bisa
bertukar ide-ide dan harapannya produk yang
dihasilkan oleh KSM tersebut bisa jadi ciri khas
komoditas utama Kelurahan Kota Baru sehingga
tercipta kemandirian masyarakat dan pemerintah
dalam menanggulangi kemiskinan,

Selain program-progran. a2 'a bidang
Ekonomi tersebut yaitu berupd pinjaman dana
bergulir, PNPM meIalgi.rﬁflM (Program- Jangka
Menengah) untuk bldemg lingkunganijuga membuat
program- program sepertl Rehabilitasi jalan, Rabat
beton dan pelebaran jalan,

JAdapun faktor..lain yang menyébabkan
kualllas sumber daya dalam implementasi program

naqonal pemberdayaan  masyarakat! Mandiri

Perkotaan belum berhasil ialah :

1. kesulitan dalam merekrut *, atau
| mempertahankan sumberdaya  yang .
| kompeten

Seperti yang. kita ketahui
marﬂnsa tersebut adalah relawan bukan karyawad
yangn-senap bulannya menerima honor atau C)da
Implel’nentor tersebut hanya mendapatkan mseritll‘
snebeﬁar'lI 25.000 — 50.000 ketika menghadiri rm
atau pgtemuan pertemuan. Hal tersebut juga
disampaiken oleh Koordinator Kota PNPM-MP
Kota Pontianak yaitu Bapak Heri Purwanto, ST pada
tanggal 6 Janl‘garl 2014 yang menyatakan bahwa:

...Kelemahanhya yaitu pada sumber daya BKM
|tu sendiri, yahg mana seringsterjadi _pergantian
sumberdaya manusia. Hal ini disebabkan karena
mereka bukan kafyawan yang mesti digaji tétapi
relawan yang bekerjawsuka rela. Artinya kita tidak
bisa menuntut banyak hal® ‘kepada..sumberdaya
manusia yang tergabung dalam BKM I ter SBBUT.
Walaupun ini adalah relawan tetapi dalam
pelaksanaan  program-program  dimasyarakat
sumberdaya manusia di BKM harus tegas...

2. Tidak terjadinya harmonisas diantara
anggota BKM.

Dalam kepengurusan anggota BKM tidak terjalin
harmonisasi antara sebagian anggota dengan
anggota lainnya, jika tidak sejalan satu vis dan
Rahmah Inda Lusmana
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bahwa sumber daya

4

misi maka anggota BKM yang bersangkutan tidak
mau aktif dalam pertemuan seperti misalnya rapat
atau pelaksanaan program dilapangan. Ketika
misalnya ada bantuan perbaikan jalan atau bantuan
pembuatan WC bagi masyarakat yang tidak
mampu, Di anggota  BKM tersebut
memprioritaskan wilayahnya atau di linkungan RT

nya, ketika ada yang tidak dapat, terjadilah
kecemburuan sosial, padahal untuk datang
merembukkan  rencana  program  tersebut

masyarakat yang cemburu tersebut tidak hadir,
sehingga diputuskanlan perbaikan-perbaikan jalan

,¢g| wilayah anggota BKM yang aktif. Tentu hal ini
sebeharoxa tidak baik dilakukan, karena
bagai manaf)'Uﬁ‘,?gharusnya pembangunan wilayah
harus menggunakéfﬁ:skg\-ll aprioritas.

E. PENUTUP Ty
Kesimpulan dan Saran ™

Sebagal akhir dari tulisan artikel |n| penelm
menyimpulkan bahwa terdapat - beberapa faktor
yang menyebabkan kualitas sumber daya dalam,
implementasi PNPM-MP di Kélurahan Kota Baru

'- Kota Pontianak kurang berhasil. Adapun faktor }
- faktor tersebut yaitu:

1 Faktor Staf !
Staf atau sumber daya manusia tersebut bel um
égenuhnya berpotensi untuk menjadi bagian dari
okg‘anlsas terscout. Hal ini disebabkan [oleh
' iminimnya sumber daya manusia yang iapat
digunakan. Ketika ada pertemuan sepertii' rapat
tahunan -atay kegiatan penguatan setiap unit yang
terjadi adalah tidak semua mereka yang tergabung
dalam=oerganisasi tersebut hadir, hanya sepertiga

" sgjayang hadir, hal-ini-stingguh sangat' menyulitkan

.anggota. BKM flain untuk terjuns"melaksanakan

" program-program Pengentasan K gmiskinan.

Saran dari peneliti yaltu Para pelaksana atau
sumber daya manusia=di- PNPM Kelurahan Kota
Baft™ harus memiliki keterampilan-keterampilan
yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan.
Kurangnya sumberdaya yang terlatih dengan baik
akan dapat menghambat pelaksanaan kebijakan-
kebijakan yang menjangkau banyak pembaruan.
Sebaiknya staf atau SDM dalam implementasi
PNPM diberikan pelatihan atau training yang lebih
membangun untuk meningkatkan motivasi mereka
dalam rangka implementasi PNPM-MP tersebut.
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2. Faktor Informasi

Faktor Informasi, yaitu Selain masyarakat yang
tidak tahu akan adanya PNPM yaitu masyarakat
masih menganggap PNPM adalah bantuan Dana
untuk masyarakat. Padahal dana bukan prioritas
suatu masyarakat itu dapat berkembang, akan tetapi
potensi potenss atau  keterampilan
keterampilanlah yang harus dimiliki masyarakat
dan harus dikembangkan.

Saran dari peneliti untuk faktor informasi yaitu
Sumber Daya di Dalam implementass PNPM-MP
di Kelurahan Kota Baru ini mash perlu

pendamingan oleh fasilitator. Karena keberhaslan .

PNPM juga merupakan keberhasilan BKM,dréétlap
kelurahan.

-"'1 " F

A

3. Faktor Wewenang
Faktor Wewgmé yaitu_ . wewenang - yang
dimiliki oleh sefiap implementor-atau staf belum
sepenuhnyaddijalankan, halini bisa dilihat-dari Unit
Pengelola Sosial yang=tidek ada melaksanakan
program program - karena dana untuk kegl_atan

terSebut belum-dicairkan pemerintah

'_ Saran dari™peneliti untuk faktor wewenang ini _
y'%\itu pemerintah harus lebih memperhatikanswaktu —

kebiatan-kegiatan BKM di setigp Kelurahan,
karena jika=sering terlambat maka pelaksanaan
pro‘hram program di setiap kelurahan men ;adj
terhambat juga, padahal untuk kelurahan Kota B
ini yang perlu difokuskan adalah keg|atan
Bldané sosia, karena yang dibutuhkan masyarakﬁt
adalah ‘bagaj mana bisa merubah pola pikir yang
tadinya ﬂdak berdaya menjadi berdaya,” mandiri
dan madani,
[ ]
1

4. Faktor Féglitas

Faktor Fasilitas, yaitu Dari program-PNPM itu
sendiri tidak hanya fasilitas “fisik yang' berupa
gedung tempat p'J'e:;‘emuan yang dibicarakan,
fasilitas lain adalah Danah‘nreman ﬁergullr yang
diperuntukkan untuk warga yang tergolong kurang
mampu dengan membentuk KSM (Kelompok
Swadaya Masyarakat) dengan tujuan untuk
membuka atau mengembangkan usaha masyarakat
yang dipinjami modal tersebut. KSM tersebut tidak
semuanya aktif, artinya ada beberapa KSM yang
terlambat mengembalikan pinjaman.

Saran dari peneliti untuk faktor fasilitas yaitu
Setiagp KSM  sebaiknya hanya fokus pada satu

Rahmah Inda Lusmana
Ilmu Administrasi FISIP Universitas Tanjungpura

K

i

11-4

|

6..

usaha saja yang kedepannya bisa menjadi ciri khas
Kelurahan Kota Baru tentunya akan lebih baik lagi
dan akan dikena oleh masyarakat tentang
keberhasilan PNPM itu sendiri. Lebih baik uang
dipinjami  untuk moda usaha bersama-sama satu
kelompok dan tidak dibagi per orang terlebih
dahulu tetapi fokus pada satu usaha yang dirintis
bersama, sehingga kedepannya  tidak hanya
mendapatkan keuntungan semata tetapi diantara
masyarakat tersebut bisa terjalin  hubungan
komunikasi yang baik, bisa bertukar ide-ide dan
harapannya produk yang dihasilkan oleh KSM
tersebut bisa jadi ciri khas komoditas utama
Kelur‘ahan Kota Baru sehingga tercipta
kemandm masyarakat dan pemerintah dalam
menanggul angi ken"i'rslﬂ nan.

5. "Faktor Kesulitan '"m,erekrut
mempertahankan Sumber dé{y&
Faktor lain adalah kesulitan dalam _merekrut

atau mempertahankan sumberdaya yang kompeten

karena seperti yang kita ketahui bahwa sumebr
daya manusia tersebut adalah relawan bukan,

atau

_karyawan yang setiap bulannya menerima honor
~ atau gaji.
tefkait danadana yang akan diberikan untuk s

)
-

Saran dari peneliti yaitu Sebaiknya pemerintah
. memperhatikan juga kepada setiap relawan dalam
organisass  PNPM  tersebut, tidak hanya
mendapatkan insentif sebesar 25.000 = 50.000 deri
%I sisa kegiatan tetapi pemerintah juga harus
nemperhatikan dengan menambah biaya-biaya
-13d'5k§anaan program-program PNPM-MP,
sehingga  dapat  meningkatkan  motivasi
implementor-untuk sungguh-sungguh menjalankan
tugas dan fungs nya ;

Faktor Tidak Ferjalin Harmomgas di Antara

Anggota BKM

Faktor lain selanjutnya yallu Tidak terjadinya
harmonlsas diantaraanggota BKM, Jika tidak
s§aan stu vis dan mis maka anggota BKM yang
bersangkutan tidak mau aktif dalam pertemuan
seperti misalnya rapat atau pelaksanaan program
dilapangan.

Saran dari peneliti yaitu Setiap implementor
PNPM-MP sebaiknya lebih bisa menjalin
hubungan yang baik, meskipun terkadang sering
terjadi beda pemikiran, ada baiknya implementor
mengadakan suatu pertemuan yang tidak hanya

4
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